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Abstrak

Implementasi sistem peradilan elektronik (e-justice system)
di lingkungan Pengadilan Negeri Pontianak, dengan segala
entitas yang terkandung di dalamnya (e-filling, e-payment,
e-summons, e-litigation,), telah meningkatkan produktivitas;
memperlancar tugas-tugas peradilan; mempermudah dan
mempercepat proses; menurunkan biaya
pengadministrasian perkara; memberikan akses kemudahan
kepada masyarakat dan para pencari keadilan (justice
seeker); serta mencegah dari prakiek korupsi, hal ini
dibuktikan dengan pencapaian predikat WBBK oleh PN
Pontianak di tahun 2020. Implementasi teknologi dalam
sistem peradilan tersebut telah merubah paradigma dari
peradilan konvensional ke arah peradilan modern. Akan
tetapi teknologi di bidang informasi terus berkembang dan
hal ini menjadi tantangan kompetitif (competitive advantage)
bagi PN Pontianak guna mewujudkan sistem peradilan yang
kompatibel di era Industri 4.0 ini. Tujuan dari penulisan
makalah ini adalah untuk memberikan gagasan dalam
membangun jejaring informasi terintegrasi
(information-network collaboration) antara sistem informasi
di PN Pontianak dengan sistem informasi kependudukan
yang terdapat pada dinas kependudukan dan pencatatan
sipil Kota Pontianak. Metode yang digunakan untuk mengkaiji
dan menganalisis permasalahan adalah secara deskriptif
normatif dan yuridis normatif yaitu dengan menggambarkan
berbagai permasalahan secara komprehensif-integratif lalu
di analisis sistem cepat (rapid analysis system) terhadap
data dan informasi primer maupun sekunder. Hasil analisis
menunjukkan bahwa peng-integrasi-an kedua sistem
informasi tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan dalam
melakukan inovasi baru di lingkungan peradilan.
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LATAR BELAKANG

Peluncuran peta jalan (road map)
‘Making Indonesia 4.0”, oleh Presiden
Republik Indonesia Joko Widodo pada
tanggal 4 April 2018, telah merubah
paradigma dalam industri barang dan
jasa di Indonesia, dimana barang dan
jasa diproduksi melalui penerapan
teknologi digital (digi-tech). Perubahan
ini tidak hanya terjadi pada sektor
swasta, tetapi juga terjadi pada sistem
pemerintahan. Sehingga, pemerintah
telah melakukan re-orientasi yang
menyeluruh agar dapat berhasil dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya di
era Industri 4.0 ini, organisasi
pemerintah telah melakukan reformasi
besar melalui Reformasi Birokrasi (RB)
4.0.

birokrasi 4.0 ini ditandai
dengan penerapan Sistem
Pemerintahan  Berbasis  Elektronik
(SPBE), sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Presiden Nomor 95
tahun 2018, tentang Sistem
Pemerintahan  Berbasis  Elektronik.
Hakikat dari SPBE adalah
penyelenggaraan pemerintahan yang
memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan
kepada Pengguna SPBE (Pasal (1),
ayat (1) Perpres 95/2018). Dimana,
SPBE dilaksanakan dengan prinsip;
efektivitas, efisiensi, kesinambungan,
keterpaduan, keamanan akuntabilitas,
interoperabilitas (Pasal (2), ayat (1)
Perpres 95/2018).

Reformasi

Mahkamah Agung sebagai salah satu
lembaga negara, telah melakukan
tindakan respon dengan cepat (quick
responsible)  terhadap perubahan
kondisi era 4.0 dan Reformasi Birokrasi
(RB) 4.0. Hal ini dilakukan sebagai

alternatif solusi dalam mengatasi
masalah-masalah yang timbul akibat
sistem peradilan konvensional, dan
juga sebagai antisipasi terhadap
tuntutan zaman yang mengharuskan
adanya pelayanan administrasi perkara
dan persidangan di pengadilan yang
lebih  efektif dan efisien, melalui
introduksi “e-court system” dengan
menitik beratkan pada penerapan
administrasi perkara dan persidangan
di pengadilan secara elektronik.
Penerapan e-court system ini diatur
melalui Peraturan Mahkamah Agung
(PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Administrasi Perkara dan Persidangan
di Pengadilan Secara Elektronik yang
menggantikan PERMA No. 3 Tahun
2018 tentang Administrasi Perkara di
Pengadilan Secara Elektronik dengan
mengeluarkan sistem e-court. E-court
adalah sebuah instrumen pengadilan
sebagai bentuk pelayanan terhadap
masyarakat dalam hal pendaftaran
perkara secara online (e-filing), taksiran
panjar  biaya secara elektronik
(e-SKUM), pembayaran panjar biaya
secara online (e-payment),
pemanggilan pihak secara online
(e-summons) dan persidangan secara
online (e-litigation) (Mahkamah Agung,
2019a).

PN Pontianak telah menerapkan
e-court sistem dalam memberikan
pelayanan dan administrasi perkara
secara efektif sejak bulan November
2018, Berdasarkan data Laporan
Tahunan PN Pontianak, tercatat jumlah
Perkara Perdata Gugatan dan Gugatan
Sederhana yang masuk sepanjang
tahun 2019 adalah 229 perkara, dimana
93 perkara didaftarkan secara e-court
dan 136 perkara didaftarkan secara
manual. Sedangkan jumlah Perkara
Perdata Permohonan yang masuk
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adalah 787 perkara, dimana 132
perkara didaftarkan melalui e-court dan
655 perkara didaftarkan secara manual.
Pada Tahun 2020, tercatat jumlah
Perkara Perdata Gugatan dan Gugatan
Sederhana adalah 221 perkara, dimana
220 perkara didaftarkan secara e-court
dan 1 perkara didaftarkan secara
manual. Jumlah Perkara Perdata
Permohonan yang masuk adalah 666
perkara, dimana 666 perkara
didaftarkan melalui e-court dan O
perkara didaftarkan secara manual.

Dampak dari penerapan e-court telah
banyak dikaji oleh peneliti dan dimuat
dalam jurnal-jurnal sebelumnya. Hasil
kajian  Zil Aidi (2020), tentang
implementasi penerapan e-court di PN
Surabaya dan PN  Palembang,
mengemukakan bahwa pelaksanaan
e-court dikedua pengadilan tersebut
secara umum sudah dapat
berkontribusi dalam mewujudkan
efisiensi dan efektifitas dalam peradilan.
Efisiensi yang dimaksud adalah
sebagai berikut: (1) Mempermudah
proses pendaftaran dan pembayaran
perkara karena berbasis online (e-filing)
dan (e-payment) sehingga bisa
dilakukan pendaftaran dan pembayaran
dimana saja tanpa harus mengantri di
pengadilan; (2) Dokumen perkara
terarsip dengan baik dan dapat diakses
dari mana saja karena berbasis online
(Zil Aidi, 2020).

Lebih lanjut tentang dampak dari
penerapan e-court terhadap aspek lain
juga telah dikaji oleh Baiq Faridah
(2020), yang secara khusus mengkaiji
tentang dampak penerapan e-court
bagi advokat. Pemakaian administrasi
perkara di pengadilan secara elektronik
atau yang disebut dengan e-court telah
memberikan dampak langsung bagi

praktik advokat. Adapun manfaatnya
bagi Advokat adalah ; (1) Penghematan

waktu dan biaya dalam proses
pendaftaran perkara tersebut; (2)
Pembayaran biaya panjar perkara

dilakukan dengan virtual account yang
dapat dibayarkan melalui Bank dan
saluran elektronik lainnya; (3) Dokumen
tersimpan dengan baik dan dapat
diakses ditempat manapun berada
(Baiq Faridah, 2020).

Meskipun penerapan sistem peradilan
elektronik telah memberikan dampak
positif dalam penyelenggaraan
peradilan, akan tetapi prakteknya masih
ditemukan kendala-kendala  yang
mengakibatkan  kurang  optimalnya
penerapan sistem peradilan elektronik.
Hal inilah yang menjadi pertimbangan
penulis dalam menentukan kebaharuan
(novelty) dalam tulisan ilmiah ini karena
tujuan dari penulisan karya ilmiah ini
adalah; (1) Mendeskripsikan penerapan
dan dampak penerapan  sistem
peradilan elektronik di PN Pontianak;
(2) Mengidentifikasi kendala dan
menemukan alternatif solusi untuk
mengatasi kendala agar penerapan
sistem peradilan elektronik di PN
Pontianak dapat bekerja secara
optimal; dan (3) Mengemukakan
gagasan inovasi berupa Kkolaborasi
jejaring informasi (information-network
collaboration) dengan sistem informasi
kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pontianak guna mengoptimalkan
penerapan sistem peradilan elektronik
di PN Pontianak.
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RUMUSAN MASALAH

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas,
maka formulasi dari rumusan masalah
pada karya ilmiah ini, adalah:

1. Bagaimana penerapan dan dampak
dari sistem peradilan elektronik di
PN Pontianak;

2. Sejauhmana kendala dan alternatif

solusi dalam penerapan sistem
peradilan elektronik di PN
Pontianak;

3. Bagaimana  kolaborasi jejaring
informasi (information-network
collaboration) dengan sistem

informasi kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pontianak guna
mengoptimalkan penerapan sistem
peradilan elektronik di PN Pontianak

Untuk menjawab pertanyaan rumusan
masalah tersebut, maka dilakukan
pengumpulan data dan informasi primer
dan sekunder. Data-data tersebut
dianalisis dengan sistem cepat (rapid
analysis) dan di deskripsikan secara
hukum normatif atau yuridis normatif.

PEMBAHASAN

Penerapan dan dampak dari

sistem peradilan elektronik
(e-justice system) di PN
Pontianak.

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A
sebagai salah satu Badan Peradilan
Umum Tingkat Pertama dibawah
Mahkamah Agung Republik Indonesia
dalam kedudukannya sebagai
penyelenggara Kekuasaan Kehakiman

mempunyai tugas pokok memeriksa,

mengadili, dan  memutus serta
menyelesaikan perkara pidana dan
perdata sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Dalam menjalankan tugas
pokok dan fungsi tersebut, PN
Pontianak sudah menyelenggarakan
sistem peradilan elektronik (e-justice

system) secara efektif per bulan
Oktober 2018.
Untuk menyelenggarakan sistem

peradilan elektronik (e-justice system),
PN  Pontianak telah  melakukan
Upgrade Aplikasi SIPP, Kepemilikan
Virtual Account Bank guna mendukung
proses e-payment pada Aplikasi
e-court, Mendisiplinkan kewenangan
semua pengguna SIPP sesuai dengan
tugas dan fungsi masing-masing,
menginput kembali biaya perkara,
melaksanakan Sosialisasi e-court yang
mana Pengadilan Negeri Pontianak
telah mengundang dari berbagai unsur
antara lain Advokat, Posbakum,
Kejaksaan dan Masyarakat Umum.

E-court adalah sebuah instrumen
Pengadilan yang merupakan bentuk
pelayanan terhadap masyarakat dalam
hal pendaftaran perkara secara online.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan
Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018

tentang Administrasi perkara di
Pengadilan Secara Elektronik, perlu
disempurnakan terutama yang

menyangkut tata cara persidangan
secara elektronik, sehingga atas dasar
tersebut lembaga Mahkamah Agung
Republik  Indonesia  mengeluarkan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi
perkara dan persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik. Penggunaan e-court
perkara diharapkan bisa meningkatkan
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pelayanan dalam fungsinya yaitu
menerima pendaftaran perkara secara
online dimana masyarakat akan dapat
menghemat waktu dan biaya saat

melakukan pencatatan dalam
berperkara.
Adapun ruang lingkup penerapan

sistem peradilan elektronik melalui
aplikasi e-Court meliputi Pendaftaran
perkara secara online, Taksiran Panjar
Biaya secara elektronik, Pembayaran
Panjar Biaya secara online,
Pemanggilan secara online dan
Persidangan secara online mengirim
dokumen persidangan (Replik, Duplik,
Kesimpulan, Jawaban). Pelaksanaan
e-court ini sesuai dengan ketentuan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3
Tahun 2018 tentang Administrasi
perkara di Pengadilan Secara
Elektronik, dan telah disempurnakan
terutama yang menyangkut tata cara
persidangan secara elektronik, melalui
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1
Tahun 2019 tentang Administrasi
perkara dan persidangan di Pengadilan
Secara Elektronik.

Sepanjang tahun 2019 dan 2020,
berdasarkan data Laporan Tahunan PN
Pontianak, jumlah seluruh perkara
perdata adalah sebanyak 1903 dimana
1111 (58,38 %) perkara menggunakan
sistem e-court dan 792 (41,62 %)
perkara didaftarkan secara manual
(Gambar 1). Dan jika dilihat dari
persentase kumulatif, jumlah perkara
perdata yang tidak menggunakan
sistem e-court masih cukup tinggi yaitu
41,62 %. Sedang jika melihat trend
tahunan (Gambar 2), maka penerapan
sistem peradilan elektronik di PN
Pontianak mengalami kenaikan yang
sangat signifikan, dimana pada Tahun
2019; jumlah perkara perdata yang

melalui sistem e-court hanya 225
perkara (22,15 %), sedangkan pada
Tahun 2020; jumlah perkara perdata
yang melalui sistem e-court mencapai
887 perkara (99,89 %).

® E-court

Gambar 1. Komposisi kumulatif
penerapan e-court di PN Pontianak.

Sumber : Hasil analisis data e-court

pada Laporan Tahunan PN Pontianak
Tahun 2019-2020.
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Gambar 2. Trend penerapan e-court
di PN Pontianak tahun 2019 - 2020.

Sumber : Hasil analisis data e-court
pada Laporan Tahunan PN Pontianak
Tahun 2019-2020.
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Penerapan sistem peradilan elektronik
melalui aplikasi e-court di PN Pontianak
berdampak positif bagi pelaksanaan
tugas peradilan. Dampak positif yang
ditimbulkan dari penerapan sistem
peradilan elektronik (e-justice system),
adalah:

1. Memudahkan para pencari keadilan
dan masyarakat yang memerlukan
perkembangan informasi
perkembangan perkara yang
ditangani oleh tiap-tiap Pengadilan,
yang salah  satunya adalah
menginput data dengan tepat waktu
dan akurat.

2. Mengirit waktu dan biaya dalam
proses pembayaran.

3. Pembayaran biaya panjar perkara
dilakukan dengan virtual account
yang dapat dibayarkan melalui bank
secara elektronik,

4. Surat-surat dapat disimpan secara
baik dan diakses dari berbagai
lokasi dan media.

Berdasarkan hasil analisis data e-court
tersebut di atas, maka dapat di
deskripsikan bahwa PN Pontianak telah
menerapkan sistem peradilan elektronik
pada penanganan perkara, dimana
proses penyelesaian perkara perdata di
persidangan tidak selalu dilakukan
dengan cara konvensional yakni para
pihak secara langsung datang ke
persidangan  akan  tetapi  dapat
dilakukan secara online melalui aplikasi
e-court.

Dengan penerapan sistem e-court
tersebut maka PN Pontianak telah
menuju  peradilan elektronik yang
secara fundamental akan mengubah
praktek pelayanan keperkaraan di
pengadilan dan merubah paradigma
dari peradilan konvensional menuju

peradilan modern yang efektif dan
efisien serta sejalan dengan tuntutan
pemerintah yang menuju era Indonesia
4.0.

Kendala dan alternatif solusi

dalam penerapan sistem
peradilan  elektronik di PN
Pontianak.

Meskipun PN Pontianak  telah
menerapkan sistem peradilan elektronik
(e-justice system) sejak akhir tahun
2018, namun pada tataran
implementasinya masih ditemui kendala
teknis maupun non teknis. Hal ini dapat
dilihat berdasarkan data tahunan PN
Pontianak, dimana pada tahun 2019
jumlah perkara perdata yang masih
menggunakan  pendaftaran secara
manual terbilang cukup tinggi, yaitu
sebanyak 791 dari 1016 perkara atau
sekitar 77,85 % perkara yang masih
menggunakan sistem manual (Laporan
Tahunan PN Pontianak, 2019).

Upaya solusi telah dilakukan oleh PN
Pontianak untuk mengatasi kendala
dalam penerapan sistem peradilan.
Capaian dari upaya solutif tersebut
dapat dilihat berdasarkan laporan
tahunan PN Pontianak tahun 2020,
dimana hampir semua perkara perdata
didaftarkan =~ menggunakan  sistem
e-court, yaitu sebanyak 886 dari 887
perkara atau sekitar 99,89 % perkara
didaftar melalui sistem aplikasi e-court
(Gambar 3 dan 4).

Untuk menginventarisir dan mengkaji
kendala-kendala tersebut, maka penulis
melakukan ~ wawancara terstruktur
dengan Marlin Simanjuntak, SH, MH.
Selaku Panitera dan Penanggung
jawab Tim Pengelola e-court di PN
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Pontianak, dan Muhammad Zaiunul
Rahman, S.Kom selaku Super Admin
e-court pada PN Pontianak. Alasan
penulis memilih kedua responden
tersebut dikarenakan kesesuain tugas
pokok, fungsi dalam penerapan sistem
peradilan elektronik (e-justice system)
dengan materi bahasan dalam tulisan
ini. Informasi kunci yang diperoleh dari
kedua responden tersebut selanjutnya
dianalisis dengan pendekatan hukum
normatif atau yuridis normatif.

Menurut Marlin Simanjuntak SH, MH,
(2021), pelaksanaan e-court di PN
Pontianak secara umum sudah dapat
berkontribusi dalam mewujudkan
efisiensi dan efektifitas dalam peradilan.
Hal ini sejalan dengan kajian Zil Aidi
(2020); Bahwa efisiensi yang dimaksud
adalah sebagai berikut:

e Mempermudah proses
pendaftaran dan pembayaran
perkara karena berbasis online
(e-filing) dan (e-payment)

sehingga bisa dilakukan
pendaftaran dan pembayaran
dimana saja tanpa harus

mengantri di pengadilan;

e Dokumen perkara terarsip
dengan baik dan dapat diakses
dari mana saja karena berbasis
online.

Selanjutnya Marlin Simanjuntak SH,
MH, (2021), menambahkan bahwa
rendahnya persentase penerapan
e-court di tahun 2019 disebabkan
karena adaptasi masyarakat dalam
melakukan migrasi dari basis manual
ke basis elektronik, dengan kata lain
masyarakat pengguna jasa peradilan
pada saat itu masih belum terbiasa
dengan menggunakan sistem e-court.

M
1)

Perdata Gugagatan

daps :
Peidats Permohonan

Masuk E-cour Non E-court

Gambar 3. Perbandingan penerapan
e-court di PN Pontianak Tahun 2019.

400

M0

Masuk E-cou Non E-court

Gambar 4. Perbandingan penerapan
e-court di PN Pontianak Tahun 2020.

Sumber : Hasil analisis data e-court
pada Laporan Tahunan PN Pontianak
Tahun 2019 dan 2020.
Meskipun sudah relatif baik, namun
pelaksanaan e-court di PN Pontianak
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masih efektif sebatas pada fitur e-filing,
e-SKUM dan e-payment. Sedangkan
untuk fitur e-summons belum dapat
terlaksana secara optimal karena
adanya perilaku engganan dari para
pihak untuk dipanggil dan beracara di
pengadilan secara elektronik, karena
tanpa adanya persetujuan dari pihak
untuk dipanggil secara elektronik maka
e-summons tidak akan dapat untuk
dilaksanakan.

Begitu juga dengan e-litigation tanpa
adanya consent atau persetujuan dari
pihak untuk bersidang secara elektronik
tentu penyampaian jawaban, replik,
duplik, pemeriksaan saksi atau ahli
secara elektronik hingga pembacaan
putusan secara elektronik sebagai
bagian dari e-litigation tentu tidak dapat
dilaksanakan.

Hal ini sejalan dengan Pasal 15 Ayat
(1) Huruf b jo. Pasal 20 Ayat (1)
PERMA No. 1 Tahun 2019 yang
memang secara limitatif
mempersyaratkan persetujuan para
pihak dalam penggunaan e-summons
dan e-litigation. Dalam praktiknya para
pihak akan diminta mengisi dan
menandatangani formulir “Persetujuan
Para Pihak Untuk Beracara Secara
Elektronik”.

Permasalahan ini merupakan masalah
umum yang terjadi dalam penerapan
sistem peradilan elektronik (e-justice
system) di seluruh lingkup peradilan
Mahkamah Agung. Dimana
keengganan para pihak untuk dipanggil
dan beracara secara elektronik
diakibatkan oleh masih adanya ketidak
pahaman yang mengakibatkan
pengguna peradilan menjadi khawatir
ketika panggilan sidang ataupun
dokumen perkara tidak sampai karena

semuanya tidak berbentuk fisik
melainkan berbasis elektronik atau
online (Prasetyo, 2019 dalam Zil,Aidi,
2020).

Kendala lain dalam penerapan e-court,
terkhusus untuk e-litigation yang terkait
dengan pemeriksaan saksi atau ahli

secara elektronik melalui media
komunikasi audio visual yang
disediakan oleh pengadilan masih

belum dapat terlaksana secara optimal
adalah  disebabkan oleh  belum
maksimalnya ketersediaan infrastruktur
penunjang di PN Pontianak.

Menyikapi kondisi ini PN Pontianak

perlu mengintensifkan kegiatan
sosialisasi kepada masyarakat
mengenai kemudahan dari e-court

terkhususnya terkait fitur e-summons
dan e-litigation, agar masyarakat
tertarik untuk menggunakan fitur—fitur
tersebut;

Upaya lain
mengatasi

yang dilakukan untuk

kendala tersebut adalah
dengan meningkatkan infrastruktur
penunjang pelaksanaan sistem
peradilan elektronik (e-justice system)
melalui penyediaan peralatan audio
visual elektronik yang memadai,
perbaikan dan peningkatan kapasitas
jaringan  internet dan  perangkat
komputer serta peningkatan kapasitas
sumberdaya manusia yang terlibat
dalam penerapan sistem elektronik
tersebut.
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Kolaborasi informasi
(information network
collaboration) dengan sistem
informasi kependudukan pada
Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Pontianak
sebagai inovasi baru dalam
mengoptimalkan penerapan
sistem peradilan elektronik di PN

Pontianak

jejaring

Pengadilan Negeri Pontianak Kelas 1A
sebagai komponen penunjang
keberhasilan proses Peradilan Tingkat
pertama, memiliki Rencana Strategis
yang mengacu pada kebijakan
Mahkamah Agung RI, rencana strategis
itu merupakan suatu proses yang
berorientasi pada hasil yang ingin
dicapai dan tidak lepas dari Visi, Misi
Mahkamah Agung Republik Indonesia
yaitu terwujudnya “Pengadilan Yang
Agung’”.

Untuk mencapai hal tersebut maka
melalui Cetak Biru (Blue Print)
Mahkamah Agung 2010-2035 telah
ditetapkan salah satu usaha berupa
upaya ‘modernisasi dengan berbasis
Teknologi Informasi terpadu” (Upaya
ke 10 dari blue print Mahkamah Agung
RI12010-2035)

Upaya modernisasi pengadilan dengan
berbasis teknologi informasi terpadu
yang dilakukan oleh peradilan di lingkup
Mahkamah Agung, sejalan dengan
strategi pemerintah dalam memasuki
Era 4.0, vyang ditandai dengan
perkembangan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang sangat pesat dan
memberikan dampak besar terhadap
kehidupan manusia, dimana banyak
kemudahan dan inovasi diperoleh
dengan adanya dukungan teknologi

digital. Layanan menjadi lebih cepat
dan efisien serta memiliki jangkauan
koneksi lebih luas karena sistem online
dan saling terkoneksi secara terpadu
sehingga hidup menjadi lebih mudah
dan murah (Devi Rista, 2019).

Upaya strategis Mahkamah Agung
tentang modernisasi pada sistem
peradilan berbasis teknologi terpadu
sangat relevan dengan kebijakan
pemerintah dalam hal Reformasi
Birokrasi 4.0, dimana gagasan strategis
dari Reformasi Birokrasi meliputi tiga
aspek utama, yaitu kolaborasi, inovasi
dan pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi (Oetomo,B.S, 2016)
dan jika diilustrasikan dalam sebuah
diagram maka akan menggambarkan
bagian yang tidak terpisahkan antara
upaya strategis Mahkamah Agung
dengan Gagasan strategis Reformasi
Birokrasi 4.0 (gambar 5).

Kolaborasi

[ \

| eradilan Berbasis \)
\ Iptek Terpadu |

|

Iptek Inovasi

Gambar 5. Relevansi upaya strategis
Mahkamah Agung dengan gagasan
strategis Reformasi Birokrasi 4.0.

Sumber : Hasil analisis Blue Print
MA dan Peta Jalan (Road Map)
Making Indonesia 4.0.

Karya Tulis Ilmiah
HUT IKAHI Ke-68
Page 9



PENGADILAN NEGERI
PONTIANAK

Atas dasar relevansi antara upaya
strategis Mahkamah Agung dengan
gagasan strategis Reformasi Birokrasi
4.0, untuk mengoptimalkan sistem
peradilan elektronik (e-justice system)
di PN Pontianak, maka pada tulisan ini
di introduksi sebuah gagasan baru
berupa kolaborasi antar instansi
pemerintah (Collaborative governance)
yang memiliki kepentingan yang sama.

Collaborative governance merupakan
salah satu cara yang dapat dilakukan
pemerintah untuk menghadapi era R.I
4.0. Kolaborasi  antara instansi
pemerintah dengan berbagai pihak
memungkinkan untuk menutupi celah
kekurangan, mengantisipasi perubahan
yang cepat dan dapat mengefisienkan
penggunaan sumber daya (Cahyono,
2018). Dari sudut pandang pemerintah
sebagai aktor utama, collaborative
governance dapat dimaknai sebagai
cara memerintah dimana satu atau

beberapa instansi pemerintah
melibatkan stakeholder di luar lembaga
pemerintah dalam pengambilan
keputusan bersama yang bersifat
formal, berorientasi konsensus,
deliberatif = dan  bertujuan  untuk

membuat atau mengimplementasikan
kebijakan publik (Ansell & Gash,
2007).

Penerapan Collaborative governance
dapat memberikan ruang partisipasi
dalam perumusan kebijakan;
meminimalkan konflik dan menguatkan
modal sosial antar stakeholder; dan
menyediakan ide dan sumberdaya yang

bervariasi untuk menyelesaikan
masalah (Kim, 2015). Fenomena
internet of things dalam R. 4.0

menyediakan peluang besar yang
mendukung dan memudahkan
kolaborasi. Walau demikian, terdapat

banyak tantangan yang harus
diantisipasi pemerintah untuk
mewujudkan kolaborasi yang efektif.
Tantangan tersebut diantaranya adalah
persoalan ketidak seimbangan
kekuasaan antara para aktor; sumber
daya vyang ©peluang yang tidak
terdistribusi dengan baik; dan pola
komunikasi tidak efektif (Kim, 2015).

Salah satu gagasan yang disampaikan
dalam tulisan ini adalah
mengembangkan kolaborasi jejaring
informasi (information network
collaboration) dengan sistem informasi
kependudukan pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Pontianak sebagai inovasi baru
dalam  mengoptimalkan penerapan
sistem peradilan elektronik di PN
Pontianak.

Perkembangan jumlah penduduk yang
pesat, tidak terlepas dari permasalahan
dan kendala-kendala yang terjadi
sepanjang jaman. Masalah
kependudukan yang sering dihadapi
tidak terlepas kaitannya dengan kondisi
tertib administrasi kependudukan, baik
dalam konteks pendaftaran maupun
pencatatannya dalam rangka
memberikan status kepastian hukum
keperdataan kepada setiap orang
sebagaimana yang diamanatkan dalam
Undang-Undang 24 Tahun 2013
perubahan atas Undang- Undang 23

Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan.

Pemerintah dalam hal ini Instansi
Pelaksana urusan Administrasi

Kependudukan berkewajiban untuk :

1. mendaftar Peristiwa
Kependudukan dan pencatatan
Peristiwa Penting;
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2. memberikan pelayanan yang
sama dan professional kepada
setiap penduduk atas pelaporan
Peristiwva Kependudukan dan
Peristiwa Penting;

3. mencetak, menerbitkan, dan

mendistribusikan Dokumen
Kependudukan;

4. mendokumentasikan hasil
Pendaftaran  Penduduk dan

Pencatatan Sipil;

5. menjamin  kerahasiaan  dan
keamanan data atas Peristiwa
Kependudukan dan Peristiwa
Penting; dan

6. melakukan verifikasi dan validasi
data dan informasi yang
disampaikan oleh Penduduk
dalam pelayanan Pendaftaran
Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Dalam hal tertentu, proses pencatatan
dan administrasi kependudukan
pelaksanaan dan penetapannya harus
melalui putusan pengadilan (Pasal 44
ayat (1) Undang- Undang Nomor 24
Tahun 2013), seperti:

1. Pencatatan kematian dalam hal
terjadi ketidakjelasan
keberadaan seseorang karena
hilang atau mati tetapi tidak
ditemukan jenazahnya,
pencatatan oleh pejabat
Pencatatan Sipil baru dilakukan
setelah  adanya  penetapan
Pengadilan;

2. Pencatatan kelahiran atau akta
kelahiran yang melampaui batas
waktu 1 (satu) tahun sejak
tanggal kelahirannya.
Persyaratan sama dengan Lahir
Baru dilengkapi dengan STTB
terakhir bagi yang memiliki dan
Penetapan Pengadilan;

3. Pencatatan perceraian atau akta
cerai bagi Warga Negara
Indonesia maupun Warga
Negara Asing, harus dilakukan
melalui putusan pengadilan.

4. Serta pencatatan lain yang
pelaksanaannya harus melalui
penetapan/putusan pengadilan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa implikasi
dari regulasi ini berdampak sulit bagi
masyarakat, karena masyarakat harus
melalui proses yang panjang dan
melibatkan antar instansi pemerintah
yaitu Pengadilan Negeri dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk mengatasi masalah tersebut dan

meningkatkan pelayanan bagi
masyarakat yang secara umum
menghendaki sistem layanan yang

cepat, maka perlu dibangun kolaborasi
jejaring informasi (collaborative
network information) antara sistem
informasi pada Pengadilan Negeri
Pontianak dan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Pontianak.

Melalui kolaborasi jaringan informasi ini
diharapkan terjadi kemudahan arus
transformasi informasi yang saling
menguntungkan, dimana Pengadilan
Negeri Pontianak dapat mengatasi
kendala penerapan e-summons dalam
sistem peradilan elektronik.

Selain itu, PN Pontianak dapat dengan

mudah mengakses informasi
kependudukan atau masyarakat
pengguna peradilan sehingga

memudahkan proses penginputan data
(entry data). Di sisi lain dinas
kependudukan dan pencatatan sipil
Pontianak dapat dengan cepat dan
mudah menerima informasi terkait
proses pencatatan kependudukan yang
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pengesahannya harus melalui putusan
pengadilan.

Kolaborasi sistem informasi ini akan
berdampak positif bagi pelayanan
publik  karena masyarakat akan
semakin mudah, cepat dan murah
dalam meminta layanan pemerintah.
Kolaborasi ini semakin meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap

pemerintah, sehingga tuntutan
Reformasi Birokrasi 4,0 yang
menghendaki sistem layanan

pemerintah  yang bersih, cepat,
akuntabel dan menggunakan sistem
informasi dan teknologi serta kolaborasi
antar instansi dapat tercapai yang pada
akhirnya visi mewujudkan peradilan
yang agung dapat terwujud.

KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Pontianak Kelas
1A sebagai salah satu Badan
Peradilan Umum Tingkat Pertama
dibawah Mahkamah Agung
Republik Indonesia dalam
menjalankan tugas pokok dan
fungsi, sudah menyelenggarakan
sistem peradilan elektronik
(e-justice system) melalui aplikasi
e-court dan PN Ponttianak telah
menuju peradilan modern yang
efektif dan efisien serta sejalan
dengan tuntutan pemerintah yang
menuju era Indonesia 4.0.

2. Penerapan e-court di PN Pontianak
masih efektif pada fitur e-filing,
e-SKUM dan e-payment.
Sedangkan untuk fitur e-summons
dan e-litigation  belum  dapat
terlaksana secara optimal karena
adanya keengganan dari para pihak
untuk dipanggil dan beracara di
pengadilan secara elektronik;

ketidak pahaman yang
mengakibatkan pengguna peradilan
menjadi khawatir ketika panggilan
sidang ataupun dokumen perkara
tidak sampai karena semuanya tidak
berbentuk fisik melainkan berbasis
elektronik atau online.

. Kendala lain dalam penerapan

e-court, terkhusus untuk e-litigation
yang terkait dengan pemeriksaan
saksi atau ahli secara elektronik
melalui media komunikasi audio
visual yang disediakan oleh
pengadilan masih belum dapat
terlaksana secara optimal adalah
disebabkan oleh belum
maksimalnya ketersediaan
infrastruktur  penunjang di PN
Pontianak.

. Tindakan solusi yang dilakukan PN

Pontianak adalah mengintensifkan
kegiatan sosialisasi kepada
masyarakat mengenai kemudahan
dari e-court terkhususnya terkait fitur
e-litigation dan e-summons agar
masyarakat tertarik untuk
menggunakan fitur—fitur tersebut;
Upaya lain yang dilakukan untuk
mengatasi kendala tersebut adalah
dengan meningkatkan infrastruktur
penunjang pelaksanaan sistem
peradilan elektronik (e-justice
system) melalui penyediaan
peralatan audio visual elektronik
yang memadai, perbaikan dan
peningkatan  kapasitas jaringan
internet dan perangkat komputer
serta peningkatan kapasitas
sumberdaya manusia yang terlibat
dalam penerapan sistem elektronik
tersebut.

. Kolaborasi sistem informasi ini akan

berdampak positif bagi pelayanan
publik karena masyarakat akan
semakin mudah, cepat dan murah
dalam meminta layanan pemerintah.
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Kolaborasi ini semakin
meningkatkan kepercayaan
masyarakat terhadap pemerintah,
sehingga tuntutan Reformasi
Birokrasi 4,0 yang menghendaki
sistem layanan pemerintah yang
bersih, cepat, akuntabel dan
menggunakan sistem informasi dan
teknologi serta kolaborasi antar
instansi dapat tercapai yang pada
akhirnya visi mewujudkan peradilan
yang agung dapat terwujud.
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